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ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL NOMOR 13
TAHUN 2012DALAM RANGKA PENGUTIPAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
DI PASAR PANYABUNGAN

RAHMAT SYAWALI
NPM : 1503100074

Retribusi adalah salah satu penyumbang pendapatan asli daerah yang cukup signifikan
dalam suatu negara. Retribusi pelayanan pasar merupakan upaya dari dinas perdagangan
kabupaten mandailing natalyang di tugaskan untuk melaksanakan pengutipan atas retribusi
pasar yang diberi wewenang oleh pemerintah daerah. Adapun tujuan dari penelitian ini
adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi peraturan bupati mandailing natal nomor
13 tahun 2012 tentang pengelolaan retribusi pelayanan pasar yang di khususka pada retribusi
pasar dalam rangka pengutipan retribusi pelayanan pasar di dinas perdagangan kabupaten
mandailing natal. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis
kualitatif, yaitu suatu metode yang berusaha mencari dan memperoleh informasi mendalam
dari pada luas atau banyaknya informasi. Narasumber penelitian ini sebanyak 5 orang, antara
lain ketua bidang pasar dinas perdagangan, kepala pasar panyabungan, pengutip retribusi
pasar, serta 2 orang masyarakat pengguna pasar. Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan
retribusi pasar sudah dilakukan berdasarkan peraturan bupati mandailing natal nomor 12
tahun 2012 dan dijadikan sebagai pedoman dalam rangka pengutipan retribusi pelayanan
pasar di pasar panyabungan. Pelaksanaan program pelayanan kebersihan mengalami
penurunan beberapa tahun terakhir karena belum memenuhi target yang ditentukan.
Kemudian adanya pasar sangat berdampak besar dalam kehidupan bermasyarakat, karena
mengurangi pengangguran di Mandailing Natal. Dalam rangka pengutipan retribusi pasar
juga bekerja sama dengan baik dengan instansi lain di Kabupaten Mandailing Natal.

Kata Kunci : Retribusi, Pasar, Peraturan Daerah, Pelayanan Pasar
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BAB |
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah

Perjalanan sistem desentralisasi di Indonesia jika dirunut sepanjang sejarah
bangsa ini cukup panjang dan berliku. Perubahan politik di tahun 1990-an menjadi
titik balik perjalan bangsa indonesia yang membawa beberapa dampak positif.
Perubahan tersebut diantaranya mengubah tata hubungan antara Pemerintah Pusat
dan Daerah kearah yang lebih demokratis dalam memperbanyak porsi
Desentralisasi. Dengan perubahan sistem Pemerintahan tersebut, otomatis
berbagai istitusi pendukung sistem yang selama ini bersifat sentralistik juga
mengalami perubahan.

Dengan adanya Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah mempunyai
kewenangan yang lebih besar untuk dapat mengembangkan wilayahnya sekaligus
mempunyai tanggung jawab yang besar pula untuk kemajuan daerahnya,
keberhasilan suatu daerah dapat dilihat dari berbagai aspek salah satunya adalah
aspek ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta distribusi pendapatan
yang merata/tidak timpang memerlukan kebijakan pemerintah yang efisien dan
efektif.

Kebijakan Desentralisasi membuka peluang bagi Pemerintah Daerah untuk
memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah.Upaya dalam rangka mengoptimalkan
Pendapatan Asli Daerah untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah ini,
Pemerintah Daerah harus dapat mengelola Daerahnya dengan berupaya keras

untuk mencari sumber-sumber pendapatan asli daerah. Berdasarkan Undang-

15
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Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pasal 157 menyebutkan bahwa sumber
sumber pendapatan daerah adalah pendapatan asli daerah (PAD), dana
perimbangan dan lain lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan asli daerah
menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Pasal 157 Point a, yaitu :Pajak
Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
dan Lain-lain PAD yang sah.

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah, yang
diharapkan dapat membantu pembiayaan daerah dalam melaksanakan
otonominya, yaitu mampu mengatur dan merawat rumah tangganya sendiri
disamping pendapatan yang berasal dari pemerintah berupa subsidi ataupun
bantuan. Sumber retribusi daerah tersebut diharapkan menjadi sumber
pembiayaan penyelenggaraan pemerintah, dan pembangunan daerah untuk
meningkatkan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi
Daerah mengatakan, retribusi dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
sesuai dengan objek objek retribusi daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan
Perundang-Undangan. Dimana objek objek retribusi yaitu Retribusi jasa umum,
jasa usaha, dan jasa perizinan tertentu.

Salah satu objek retribusi yang dikelola daerah, termasuk juga Pemerintah
Kabupaten Mandailing Natal yaitu retribusi jasa umum, salah satunya yaitu
retribusi pasar, sebagaimana terdapat dalam Peraturan Bupati Mandailing Natal

Nomor 13 tahun 2012 tentang pengelolaan retribusi pelayanan pasar. Retribusi

16
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pelayanan pasar sendiri merupakan salah satu bagian dari PAD (pendapatan asli
daerah) Kabupaten Mandailing Natal. Berikut ini akan dipaparkan rincian

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mandailing Natal.

Tabel 1
Rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mandailing Natal
Tahun Pendapatan  PAD Pajak  Retribusi Pad Pajak Retribusi
Daerah (juta  Daerah  Daerah Terhadap Daerah Daerah
(juta rupiah)  (juta (juta Pendapatan Terhadap Terhadap
rupiah) rupiah)  rupiah) Daerah PAD PAD
(%) (%) (%)
2015 1.215.312 63.847 12.882 17.150 5,25 20,17 26,86
2016  1.425.089 70.405 8.395 23.176 4,94 11,92 32,91

2017 1.528.153 80.581 21.490 28.361 5,27 26,66 35,19
Sumber: BPS Kabupaten Mandailing Natal ' ' ‘

Dari tabel diatas terlihat bahwa komponen utama pendapatan asli daerah
(PAD)berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Keduanya memang sama-
sama memiliki peranan yang sangat penting dalam menyokong PAD Kabupaten
Mandailing Natal. Namun berbeda dengan pajak daerah yang kontribusinya
terhadap PAD cenderung mengalami penurunan, persentase kontribusi retribusi
daerah terhadap PAD justru terus mengalami peningkatan dari tahun 2015 sampai
2017. Pada tahun 2015 kontribusi retribusi daerah terhadap PAD sebesar 26,86

persen. Kemudian pada tahun 2017 meningkat signifikan sebesar 35,19 persen.

Prioritas pembangunan Kabupaten Mandailing Natal diarahkan untuk
memperkuat sektor tersier pada jasa perdagangan, hotel, jasa angkutan dan
komunikasi, jasa keuangan, persewaan serta jasa-jasa lainnya. Sejalan dengan hal

tersebut, untuk lebih memacu dan meningkatkan kontribusi sektor perdagangan
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bagi perekonomian Kabupaten Mandailing Natal maka langkah yang harus
dilakukan adalah memantapkan kebijakan perdagangan melalui perbaikan sarana

dan prasarana perekonomian yang dimaksud adalah pasar tradisional.

Objek retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Mandailing Natal seperti
yang tertuang dalam Peraturan Bupati Mandailing Natal No. 13 Tahun 2012
adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, losd,

kios yang dikelola Pemerintah Daerah dan khususnya disediakan untuk pedagang.

Struktur besarnya tarif retribusi dalam pasal 8 Perbup Mandailing Natal

ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2
Tarif Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar

Retribusi Biaya Sewa/Hak Pakai

Jenis Ruang Dagang Pasar Pasar

Kelas  Kelas Pasar Kategori

Kategori2  Kategori3

1 5 Kelas 3 1
Kios 2.000/ 2.000/ 10.000/ 60.000/ 50.000/ 50.000/
hari hari Pekan m2/tahun  m2/tahun m2/tahun
Losd 2.000/ 2.000/ 5.000/ 35.000/ 25.000/ 25.000/
hari hari Pekan m2/tahun m2/tahun  m2/tahun
Pedagang komersil 1.000/m2/hari

Sumber: Peraturan Bupati Mandailing Natal No 13 Tahun 2012

Dinas yang menangani retribusi pelayanan pasar di pasar Panyabungan
adalah Dinas Perdagangan Kabupaten Mandailing Natal. Dinas Perdagangan
Kabupaten Mandailing Natal mempunyai bagian khusus pasar, yaitu bidang pasar
yang menaungi seluruh pasar Mandailing Natal. Petugas yang memungut retribusi

pelayanan pasar di pasar Panyabungan merupakan pegawai dari Dinas
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Perdagangan Kabupaten Mandailing Natal. Pelaksanaan pemungutan retribusi
pelayanan pasar pun harus sesuai dengan tabel diatas, akan tetapi jika melihat
kondisi di lapangan tentu diperlukan wawancara maupun Kkajian untuk

menyimpulkan.

Pada observasi awal beberapa pedagang mengakui bahwa penarikan
retribusi pelayanan pasar di pasar Panyabungan tidak sesuai dengan besaran yang
ditetapakan dalam Peraturan Bupati Mandailing Natal. Retribusi yang dipungut
cenderung lebih besar dari biaya yang seharusnya. Ditambah lagi tidak adanya
karcis/tiket sebagai bukti pembayaran yang sah. Hal ini akan merugikan pedagang

dan memicu terjadinya pungutan liar.

Dari uraian latar belakang diatas, maka penelitian merasa tertarik untuk
meneliti lebih lanjut tentang retribusi pasar Panyabungan, dengan mengambil
judul “Implementasi Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 13 Tahun
2012 Dalam Rangka Pengutipan Retribusi Pelayanan Pasar Di Pasar

Panyabungan

1.2 Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan
sehingga penelitian dapat terarah dalam membahas masalah yang akan diteliti
serta mengetahui arah batasan penelitian serta meletakkan pokok yang akan dikaji
(dibahas) dalam suatu penelitian.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka dapat

difokuskan dalam penelitian ini adalah:Bagaimana implementasi Peraturan Bupati
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Mandailing Natal Nomor 13 Tahun 2012 Dalam Rangka Pengutipan Retribusi
Pelayanan Pasar Di Pasar Panyabungan?
1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, maka
dapat ditetapkan tujuan dan kegunaan dari penelitian yang akan dilakukan adalah
sebagai berikut:

Untuk mengetahui implementasi Peraturan Bupati Mandailing Natal
Nomor 13 tahun 2012 dalam rangka pengutipan retribusi pelayanan pasar di pasar
panyabungan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi instansi terkait diharapkan dapat dipergunakan sebagai sumbangan
pemikiran kebijakan dalam meningkatkan pengelolaan retribusi dalam
rangka pengutipan retribusi pelayanan pasar di Dinas Perdagangan
Kabupaten Mandailing Natal.

2. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu
pengetahuan khususnya yang terkait dengan pengelolaan retribusi
pelayanan pasar dalam rangka pengutipan retribusi pasar.

3. Memberikan kesempatan bagi penulis untuk lebih memperdalam
pengetahuan terkait dengan Implementasi pengelolaan retribusi
pelayanan pasar dalam rangka pengutipan retribusi pasar di pasar

panyabungan.

20



21

1.5 Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan
Bab ini menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, pembatasan
masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II : Uraian Teoritis
Bab ini menguraikan tentang pengertian implementasi, pengertian kebijakan,
pengertian kebijakan publik, pengertian implementasi kebijakan publik,pengertian
pasar, pengertian pengelolaan retribusi pelayanan pasar, dan pengertian peraturan
daerah.

Bab 111 : Persiapan dan Pelaksanaan Penelitian
Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, narasumber/informan, definisi
konsep, kerangka konsep, kategorisasi, teknik pengumpulan data, teknik analisis
data, danlokasi waktupenelitian.

Bab IV : Analisis Hasil Penelitian
Bab ini menguraikan hasil data yang diproleh dari lapangan sehingga peneliti
dapat memeberikan interprestasi atas permasalahan yang diteliti.

Bab V: Penutup

Bab ini menguraikan tentang simpulan dan saran dari semua hasil yang di teliti.
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BAB |1
Uraian Teoritis
2.1 Pengertian Implementasi

Dunn (2003 : 132) menyatakan bahwa implementasi merupakan tindakan-
tindakan untuk menggapai tujuan tang telah digariskan dalam keputusan
kebijakan. Tindakan tersebut baik dilakukan individu, pejabat pemerintah maupun
swasta.

Menurut Wahab (2014: 135), implementasi adalah tindakan-tindakan yang
dilakukan oleh individu/pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang
diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan
kebijakan.

Menurut Wahab (2014: 136) Hakikatnya implementasi adalah memahami
apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau
dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian
dan kegiatan yang timbul sesudah disahkannya kebijakan publik yang mencakup
baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan
akibat atau dampak nyata pada masyarakat.

Menurut Mazmainan (2004 : 139) Implementasi adalah pelaksanaan
keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam keputusan-keputusan eksekutif
penting atau keputusan badan peradilan.

Berdasarkan beberapa defenisi yang disampaikan oleh para ahli di atas,

disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu kegiatan atau usaha yang
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dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan harapanakan memperoleh sesuatu
hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari kebijakan.
2.2 Pengertian Kebijakan

Secara umum istilah kebijakan dan kebijaksanaan seringkali dipergunakan
secara bergantian.Kedua istilah ini terdapat banyak kesamaan dan sedikit
perbedaan, sehingga tak ada masalah yang berarti bila kedua istilah itu
dipergunakan secara bergantian.

Menurut Carl Fredrich (2007: 20) mendefenisikan kebijakan adalah suatu
tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok
atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-
hambatan tertentu dalam mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Menurut Lubis (2007 : 9) kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah
pada tujuan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam
lingkungan tertentu sehubung dengn adanya hambatan hambatan tertentu seraya
mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau terwujudnya sasaran yang
diinginkan.

Menurut Wahab (2014: 9) kebijakan adalah tindakan yang mengarah pada
tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau badan pemerintah dalam
lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu
seraya mencari peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang

diinginkan.
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Menurut Anderson (2005 : 21 ) kebijakan adalah sebagai langkah tindakan
yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan
dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi.

Berdasarkan beberapa defenisi yang disampaikan oleh para ahli di atas,
disimpulkan bahwa kebijakan merupakan tindakan-tindakan atau keputusan-
keputusan yang dibuat oleh pemerintah, diamana tindakan atau keputusan memili

pengaruh terhadap masyarakat.

2.3 Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Abidin (2012 :31) kebijkan publik adalah tindakan bersifat
sfesifik dan sempit, tetapi luas dan berada pada strata strategis, sebab itu
kebijakan publik berfungsi sebagai pedoman umum untuk kebijakan dan
keputusan-keputusan khusus dibawahnya.

Menurut Dunn (2003 : 106) menyatakan kebijakan publik adalah suatau
rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat lembaga atau
pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintah,
seperti pertahanan, keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan
masyarakat, kriminalitas, perkotaan, dan lain-lain.

Menurut Widodo (2001 :190), dalam praktiknya kebijakan publik baiknya
harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut: a) kebijakan selalu mempunyai
tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu. b) kebijakan berisi tindakan atau
pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah .c) kebijakan adalah apa yang benar-
benar dilakukan oleh pemerintah, dan bukan apa yang bermaksud akan dilakukan.

d) kebijakan publik bersifat positif (merupakan tindakan pemerintah mengenai
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sesuatu masalah tertentu) dan bersifat negatif (keputusan pejabat pemerintah
untuk tidak melakukan sesuatu). €) kebijakan publik (positif), selalu berdasarkan
pada peraturan perundangan tertentu yang bersifat memaksa (otoritatif).

Menurut Syafiie (2006 : 104 ) kebijakan publik adalah jawaban terhadap
suatu masalah karena akan merupakan upaya memecahkan, mengurangi, dan
mencegah suatu keburukan atau sebaliknya, menjadi penganjur inovasi dan
pembuka terjadinya kebaikan dengan cara terbaik dan tindakan terarah.

Dari uraian definisi kebijakan publlik di atas dapat disimpulkan kebijakan
publik pada umumnya di tujukan pada tindakan yang mempunyai maksud atau
tujuan tertentu. Kebijakan publik akan menjadi efektif apabila dilaksanakan dan
mempunyai manfaat positif. Dengan kata lain, suatu tindakan atau suatu perbuatan
haruslah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah atau negara,
sehingga apabila kebijakan yang dijalankan tidak sesuai dengan keinginan
pemerintah atau negara maka kebijakan publik tersebut tidaklah efektif.

2.3.1 Tujuan Kebijakan

Fungsi utama dari Negara adalah mewujudkan, menjalankan dan
melaksanakan kebijaksanaan bagi selurun masyarakat. Hal ini berkaitan dengan
tujuan-tujuan penting kebijakan pemerintah pada umumnya, menurut Hoogerwerf
tujuan dari kebijakan publik adalah: 1) memelihara ketertiban umum 2)
memajukan perkembangan dari masyarakat dalam berbagai hal 3) memadukan

berbagai aktivitas 4) menunjuk dan membagi benda material dan non material
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2.3.2 Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Menurut Winarno ( 2005 : 122) tahap-tahap dalam perumusan kebijakan
antara lain : a) perumusan masalah, mengenali dan merumuskan masalah
merupakan langkah yang paling fundamental dalam perumusan kebijakan untuk
dapat merumuskan kebijakan yang baik, maka masalah-masalah publik harus
dikenali dan didefenisikan dengan baik pula. b) agenda kebijakan, suatu masalah
untuk masuk kedalam agenda kebijakan harus memenuhi syarat-syarat tertentu,
seperti misalnya apalah masalah tersebut mempunyai masalah yang besar bagi
masyarakat dan membutuhkan penanganan yang harus segera dilakukan.
c)pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah. Setelah masalah-
masalah publik didefenisikan dengan baik dan para kebijakan sepakat untuk
memasukkan masalah tersebut kedalam agenda kebijakan maka langkah
selanjutnya adalah memecahkan masalah. Disini para perumus kebijakan akan
berhadapan dengan alternatif-alternatif kebijakan yang dapat diambil
memecahkan masalah tersebut. d) tahap penetapan kebijakan ialah kebijakan
kebijakan dapat berbentuk undang-undang, yurisprudensi, keputusan presiden,

keputusan-keputusan menteri dan sebagainya.

Menurut Younis (2005) tahapan kebijakan publik dibagi menjadi tiga
tahap yaitu formasi dan desain kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi

kebijakan.

Gortner (2005) menjelaskan ada lima tahapan kebijakan publik, yaitu

identifikasi masala, formulasi, legitimasi, aplikasi, dan evaluasi.
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Dari  pegertian diatas dapat disimpulkan bahwa tahapan pembuatan
kebijakan publik yaitu dengan melakukan identifikasi masalah, formulasi,

legitimasi, aplikasi dan uvaluasi.

2.3.3 Ciri-Ciri Kebijakan Publik

Abidin (2012 : 23) mengemukakan beberapa ciri-ciri kebijakan publik,
yaitu: a) setiap kebijakan harus ada tujuannya. Artinya, pembuatan suatu
kebijakan tidak boleh sekedar asal buat karena kebetulan ada kesempatan
membuatnya. Tanpa ada tujuan tidak perlu ada kebijakan; b) kebijakan tidak
berdiri sendiri, terpisah dari kebijakan yang lain. Namun berkaitan dengan
berbagai kebijakan dalam masyarakat, dan berorientasi pada implementasi,
interpretasi, dan penegakan hukum; c) kebijakan adalah apa yang dilakukan oleh
pemerintah, bukan apa yang di masih ingin dikehendaki untuk dilkukan
pemerintah; d) kebijakan dapat berbentuk negatif atau melarang dan juga dapat

berupa pengarahan untuk melaksanakan atau menganjurkan.

2.3.4 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembuatan Kebijakan
Pembuatan kebijakan bukan merupakan pekerjaan yang mudah dan
sederhana. Setiap administrator dituntut memiliki kemempuan/keahlian, tanggung
jawab dan kemauan, sehingga dapat membuat kebijaksanaan dengan segala
resikonya, baik yang diharapkan (intended risks) maupun tidak diharapkan
(unintended risks).Faktor-faktor yang mempengarui pembuatan kebijakan
menurut Nigro dan Nigro antara lain: 1) adanya Pengaruh Tekanan Dari Luar

Administrator sering harus membuat keputusan kerena adanya tekanan dari luar
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walaupun ada pendekatan pembuatana keputusan dengan nama rational
comprehensive, yang berarti administrator sebagai pembuat keputusan harus
mempertimbangkan alternatif yang akan dipilih berdasarkan penilaian rasional.
Akan tetapi, proses dan prosedur pembuatan keputusan tidak dapat dipisahkan
dari dunia nyata sehingga adannya tekanan-tekanan dari luar ikut berpengaruh
terhadap proses pembuatan keputusannya. 2) adanya Pengaruh Kebiasaan Lama
Kebiasaan lama organisasi (Nigro menyebutnya dengan istilah sunk costs) seperti
kebiasaan investasi modal, sumber dan waktu sekali dipergunakan untuk
membiayai program tertentu, cenderung akana selalu diikuti kebiasaan itu oleh
para administrator kendatipun keputusan yang berkenaan telah dikritik dan perlu
diubah. Kebiasaan lama itu akan terus diikuti apabila suatu kebijaksanaan yang
telah ada dipandang memuaskan.Kebiasaan lama sering diwarisi oleh para
administrator yang baru dan mereka secara terang-terangan mengkritik atau
menyalakan kebiasaan lama yang telah berlaku atau yang dijalankan oleh para
pendahulunya, apalagi para administrator baru ingin segera menduduki jabatan
kariernya. 3) adanya Pengaruh Sifat-Sifat Pribadi Berbagai macam keputusan
yang dibuat oleh pembuat keputusan banyak mempengaruhi oleh sifat-sifat
pribadinya. Seperti dalam proses penerimaan/pengangkatan pegawai baru, faktor
sifat-sifat pribadi pembuat keputusan berperan besar. 4) adanya Pengaruh Dari
Kelompok Luar Lingkungan sosial dan para pembuat keputusan juga berpengaruh
terhadap pembuatan keputusan, seperti masalah pertikaian kerja, pihak-pihak yang
bertikai kurang respek pada upaya penyelesaian oleh orang dalam, tetapi

keputusan yang diambil oleh pihak-pihak yang dianggap dari luar dapat
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memuaskan.Pembuatan ~ keputusan  sering  juga  dilakukan  dengan
mempertimbangkan pengalaman dari orang lain yang sebelumnya berada di luar
bidang pemerintahan. 5) adanya Pengaruh Keadaan Masa Lalu Pengalaman
latihan dan pengalaman (sejarah) pekerjaan yang terdahulu berpengaruh pada
pembuatan keputusan. Misalnya, orang sering membuat keputusan untuk tidak
melimpahkan sebagian dari wewenang dan tanggung jawab kepada orang lain
kerena Kkhawatir wewenang dan tanggung jawab yang dilimpahkan
disalahgunakan.
2.3.5 Jenis Kebijakan Secara Umum

Kebijakan secara umum menurut Abidin (2012 : 31) dapat dibedakan
dalam tiga tingkatan : a) kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman
atau petunjuk pelaksana baik yang bersifat positif maupun bersifat negatif yang
meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan; b) kebijakan
pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat
pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang-undang; c)
kebijakan teknis, kebijakan operasional yang berada dibawah kebijakan

pelaksanaan.

2.3.6 Evaluasi Suatu Kebijakan Publik

Hamdi (2014 : 107) evaluasi kebijakan merupakan pembelajaran mengenai
konsekuensi dari kebijakan publik. Secara umum menyatakatan ada empat alasan
mengapa evaluasi kebijakan harus dilakukan, yaitu : a) evaluasi dilakukan untuk
menilai kelayakan program yang sedang berlangsung dan untuk mengestimasi

kemanfaatan upaya-upaya untuk memperbaikinya; b) evaluasi dilakukan untuk
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menaksir kemanfaatan dari inisiatif dan program yang bersifat inovatif; c)
evaluasi dilakukan untuk meningkatkan efektifitas dan administrasi dan

manajemen; d) evaluasi dilakukan untuk memenuhi persyaratan akuntabilitas.

2.4 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Secara umum istilah implementasi dalam Kamus Besar Indonesia berarti
pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu
kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Winarno (2005:102) implementasi kebijakan publik merupakan
sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh badan publik yang diarahkan
untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam serangkaian keputusan.
Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-
keputuan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu
maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-
perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Menurut Wahab (2014: 141) implementasi kebijakan publik dapat pula
dianggap sebagai suatu proses keluaran dan hasil akhir serangkaian keputusan dan
tindakan yang bertujuan melaksanakan keputusan pemerintah atau keputusan
legilasi negara yang telah dibuat atau dirumuskan.

Nurdin (2002 : 116) berpendapat bahwa implementasi kebijakan publik
adalah cara individu dan organisasi memandang realitas dan bagaimana organisasi
berinteraksi dengan organisasi lain guna mencapai tujuan-tujuannya.

Menurut Mustopadijaja (2002 : 118) implementasi kebijakan publik adalah

suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang
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muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah
dalam rangka penyelenggaraan pemerintah.

Selanjutnya bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara
agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementaikan
kebijakan publik ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung
mengimplementasikannya dalam bentuk program atau melalui kebijakan turunan
dari kebijakan publik tersebut.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan
suatu proses yang dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan melakukan suatu
aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil
yang sesuai dengan tujuan atau sasaran yang ditetapkan. Keberhasilan dari
implementasi kebijakan publik dapat diukur atau dilihat dari proses dan
pencapaian tujuan hasil akhir (output) yaitu tercapai atau tidaknya suatu tujuan-
tujuanyang ingin diraih.

2.4.5 Faktor-Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Subarsono, (2005: 9) mengajukan beberapa faktor yang berperan
penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi, diantaranya sebagali
berikut: a) komunikasi, keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar
implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan
sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group)
sehingga akan mengurangi distori implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu
kubijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok

sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran. b)
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sumberdaya, walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan
konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk
melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut
dapat berwujud sumberdayamanusia, yakni kompetensi implementor dan
sumberdaya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi
kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas
menjadi dokumen saja. c) disposisi, disposisi adalah watak dan karakteritik yang
dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila
implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia dapat menjalankan kebijakan
dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, maka proses
implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. d) struktur birokrasi, stuktur
birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang
penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar
(standard operating procedures atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap
implementor dalam bertindak.Struktur organisasi yang terlalu panjang akan
cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur
birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas
organissasi tidak fleksibel.
2.5 Pengertian pasar

Menurut Ma’ruf (2005: 113) pasar memiliki tiga pengertian. pasar dalam
arti tempat, yaitu tempat bertemunya para penjual atau produsen dengan pembeli

atau konsumen. Pasar dalam arti interaksi permintaan dan penawaran, yaitu pasar
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sebagai tempat terjadinya transaksi jual beli. Transaksi dalam sebuah pasar adanya
proses jual beli antara penjual dan pembeli.

Menurut Kotler (2005: 72) pasar adalah suatu tempat fisik dimana penjual
dan pembeli berkumpul untuk mempertukarkan barang dan jasa, kegiatan ini
merupakan bagian dari perekonomian. Ini adalah pengaturan yang memungkinkan
pembeli dan penjual untuk item pertukaran. Persaingan sangat penting dalam
pasar, dan memisahkan pasar dari perdagangan. Dua orang mungkin melakukan
perdagangan, tetapin dibutuhkan setidaknya tiga orang untuk memiliki pasar,
sehingga ada persaingan pada setidaknya satu dari dua belah pihak.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia pasar adalah suatu dari berbagai
sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial dan infrastruktur dimana usaha
menjual barang, jasa dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang.
barang dan jasa yang dijual menggunakan alat pembayaran yang sah seperti uang
fiat.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pasar adalah salah
satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial dan infrastruktur
tempat usaha menjual barang, jasa, dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan
imbalan uang. Barang dan jasa yang dijual menggunakan alat pembayaran yang
sah, kegiatan ini merupakan bagian dari perekonomian. Pengaturan yang

memungkinkan pembeli dan penjualan untuk item pertukaran.
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BAB IlI
METODE PENELITIAN
3.1  Jenis Penelitian

Dalam menentukan metode penelitian terlebih dahulu perlu diketahui jenis
penelitian yang digunakan untuk mengetahui gambaran yang jelas di dalam
penelitian serta memahami makna sebenarnya dari jenis penelitian tersebut
sehingga memudahkan untuk melakukan langkah selanjutnya dalam proses
analisis data.

Adapun jenis penelitian yang akan digunakan di dalam penulisan skripsi
ini adalah metode deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur
pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan
objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau
sebagaimana adanya.

Data deskriptif menurut seorang ahli dapat dilihat sebagai sebuah indikator
bagi norma-norma dan nilai-nilai kelompok serta kekuatan sosial lainnya yang
menyebabkan prilaku manusia itu sendiri, sedangkan metode kualitatif adalah
prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yakni : ucapan, tulisan,
atau prilaku yang dapat di amati dari orang-orang (subjek itu sendiri). Data-data
yang disampaikan adalah data sebenarnya atau sebagaimana adanya (natural
setting) dengan tidak dirubah dalam bentuk simbol-simbol atau bilangan-bilangan
(tidak ditrasformasikan menjadi angka atau rumus dan tidak ditafsirkan sesuai

dengan ketentuan statistik/matematika).
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dengan demikian penelitian ini akan memberikan gambaran tentang

implementasi peraturan bupati mandailing natal dalam rangka pengutipan retribusi

pelayanan pasar di pasar panyabungan berdasarkan fakta-fakta yang ada dan akan

mencoba menganalisis kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh.

3.2 Kerangka Konsep

Dari uraian teoritis diatas, maka dapat kita kembangkan bahwa kerangka

konsep dapat di gambarkan dalam sebuah sebuah model teoritis seperti yang di

bawabh ini.

Peraturan Bupati
Mandailing Natal Nomor
13 Tahun 2012

KERANGKA KONSEP

Masyarakat

Y

Objek retribusi pelayanan pasar
adalah penyediaan fasilitas pasar
tradisional/ sederhana, berupa
peralatan, losd, kios yang dikelolah
Pemerintahan daerah dan
khususnya disediakan untuk
pedagang

A

Pengutipan retribusi pasar
untuk meningkatkan

A
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3.3  Defenisi Konsep

Definisi konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk

menggambarkan secara abstrak, kejadian keadaan, kelompok atau individu yang

menjadi pusat perhatian ilmu sosial atau abstrak dari sejumlah karakteristik

jumlah kejadian, keadaan kelompok atau individu.

Bekaitan dengan hal itu, maka dalam penelitian ini digunakan konsep-

konsep sebagai berikut :

a.

implementasi merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh
pelaksana kebijakan dengan harapan akan memperoleh sesuatu hasil

yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari kebijakan.

. Kebijakan adalah tindakan pengambilan keputusan yang menyangkut;

isi, cara atau prosedur yang ditentukan, strategi, waktu keputusan itu

diambil dan dilaksanakan.

. kebijakan publik merupakan intervensi pemerintah yang memiliki

serangkaian tujuan dalam memberikan suatu batasan-batasan di dalam
kehidupan sosial masyarakat agar tidak terjadi kesimpangan perilaku di

dalam masayarakat.

. implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administrasif

yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui. Kegiatan ini

terletak diantara perumusan kebiijakan dan evaluasi kebijakan.

. pasar adalah salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur,

hubungan sosial dan infrastruktur tempat usaha menjual barang, jasa,

dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang.
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3.4  Kategorisasi

Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variabel
penelitian sehingga di ketahui jelas apa yang menjadi kategori penelitian
pendukung untuk menganalisa variable tersebut, kategorisasi dalam penelitian ini
adalah:

a. adanya tujuan yang ingin di capai

b. adanya program yang dilakukan dalam implementasi

c. adanya pengaruh terhadap pengaruh kehidupan

d. adanya interaksi umum dan organisasi lain
3.5  Narasumber
Untuk melengkapi data-data yang akan dianalisis secara kualitatif, maka dalam
penelitian ini peneliti menggunakan individu sebagai narasumber. Adapun

narasumber dalam penelitian ini adalah :

1. Dinas Perdagangan Kabupaten Mandailing Natal :

a) Kabid Pasar . Khairul Akhyar Rangkuti, ST
b) Kepla Pasar Panyabungan : Hendri Sakti
c) Pengutip Retribusi pasar : Khusnul

2. Pedagang pasar yang dikelola Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing

Natal :
a) Pedagang : Roslaini
b) Pedagang : Syafi’i
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3.6  Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan proposal ini
adalah :

a) Wawancara

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara dua orang atau lebih secara
langsung.Pewawancara disebut interviewer, sedangkan orang yang di wawancarai
disebut  interviewe. = Metode  wawancara  bisa  dilakukan  secara
langsungpembicaraan dua arah yang dilakukan oleh pewawancara terhadap
responden atau informan untuk menggali informasi yang relevan dengan tujuan
penelitian, Wawancara langsung bisa dilakukan secara formal maupun informal.
3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis
deskriptif dengan data kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan
karakteristik responden dan tanggapan masing-masing responden penelitian
terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan melalui wawancara dengan
penulis.

Setelah data yang terkumpul, proses selanjutnya adalah menyederhanakan
data yang diperoleh ke dalam bentuk yang mudah dibaca, dipahami dan
diinterpretasi yang pada hakekatnya merupakan upaya peneliti untuk mencari
jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan. Data yangdiperoleh
selanjutnya dianalisa secara kualitatif, artinya dari data yang diperoleh dilakukan

pemaparan serta interpretasi secara mendalam. Data yang ada dianalisa serinci

38



39

mungkin sehingga diharapkan dapat diperoleh kesimpulan yang memadai yang
bisa digeneralisasikan.

Teknik analisa yang digunakan adalah dengan menggunakan model
interaktif. Dalam model analisa ini ada tiga jalur kegiatan yang terjadi secara
bersamaan, tiga komponen pokok tersebut adalah: reduksi data, salinan datadan
penarikan kesimpulan, yang secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Reduksi Data

Reduksi data (data reduction) merupakan proses pemilihan, emusatan
perhatian serta penyederhanaan, pengabstrakan dan transforpmasi data kasar yang
muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data dilakukan peneliti
dengan cara menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak
perlu, dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga
kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi oleh pcneliti.
Hasilnya data dapat disederhanakan, dan ditransformasikan melalui seleksi ketat,
ringkasan serta penggolongan dalam satu pola.

2) Penyajian Data

Penyajian data (data display) adalah rakitan organisasi informasi yang
memungkinkan kesimpulan penelitian yang dilakukan, sehingga peneliti akan
mudah memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan.

Dalam penyajian data peneliti mengumpulkan informasi yang tersusun
yang memberikan dasar pijakan kepada peneliti untuk melakukan suatu
pembahasan dan pengambilan kesimpulan. Penyajian ini, kemudian untuk

menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang terpadu
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sehingga mudah diamati apa yang sedang terjadi kemudian menentukan penarikan
kesimpulan secara benar.
3) Menarik Kesimpulan/Verifikasi

Penarikan kesimpulan (conclution drawing) adalah suatu kegiatan
konfigurasi yang utuh. Kesimpulan juga diverifikasi oleh peneliti selama
penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang
melintas dalam pikiran peneliti, suatu tinjauan ulangpada catatan lapangan atau
upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam
seperangkat data yang lain. Verifikasi dapat dilakukan juga untuk
mendiskusikannya secara seksema, untuk saling menelaah antar temen sebaya
(pergroup) dalam rangka mengembangkan consensusantar subyektif.
3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilaksanakan di Dinas Perdagangan
Kabupaten Mandailing Natal yang beralamat komplek perkantoran payaloting
Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, dan waktu penelitian direncanakan
pada bulan agustus sampai oktober 2019.
3.8.1 Sejarah Singkat Terbentuknya Kabupaten Mandailing Natal

Kabupaten Mandailing Natal juga sering disebut dengan Madina adalah
sebuah Kabupaten di Sumatera Utara, Indonesia. Kabupaten Mandailing Natal
berbatasan dengan Sumatera Barat. Sebelum Mandailing Natal menjadi sebuah
Kabupaten, wilayah ini masih termasuk Kabupaten Tapanuli Selatan. Setelah

terjadi pemekaran, dibentuklah Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan
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Undang-undang Nomor 12 tahun 1998, secara formal diresmikan oleh Mentri

Dalam Negeri pada tanggal 9 Maret 1999.

3.8.2 Visi Dan Misi Dinas Perdagangan Kabupaten Mandailing Natal

Visi : Terwujudnya Usaha Perekonomian Yang Maju Dan Mandiri Serta

Peningkatan SDM Yang Berkualitas

peningkatan perekonomian yang maju dan mandiri diarahkan untuk
meningkatkan pertumbuhan perekonomian rakyat dengan mendorong
simpul-simpul ekonomi rakyat utamanya sektor industri, perdagangan, dan
pasar yang didukung oleh infrastruktur fisik dan non fisik yang memadai.
peningkatan sumber daya manusia adalah terciptanya masyarakat
berpendidikan yang selaras antara intelektual keilmuan, emosional dan
spritual dalam bidang industri, perdagangan, dan pasar serta meningkatnya
aparatur Pemerintahan untuk mewujudkan good governance dan clean
governance melalui optimalisasi kinerja Pemerintah Daerah yang efektif,
terpadu dan berkesinambungan.

Misi :

mendorong ekonomi berbasis SDM yang unggul dengan memanfaatkan
SDA yang dimiliki dengan orientasi pemberdayaan.

meningkatkan kualitas pelayanan, informasi dan promosi investasi
terhadap Dunia usaha, perdagangan, dan pasar melalui pembinaan dan
pelatihan.

memanfaatkan SDA melalui intensifikasi, ekstensifikasi, dan verifikasi

sebagai bahan baku industri dan perdagangan.
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e mendorong investor dalam dan luar daerah untuk memanfaatkan serta
UKM vyang telah dibangun bekerja sama dengan koperasi, UKM dan
mengutamakan tenaga lokal yang telah dibina.

e meningkatkan pengawasan barang beredar di pasar dan perlindungan
konsumen.

e meningkatkan dan memberdayakan kelembagaan dan usaha koperasi
UKM dalam menetapkan kelembagaan koperasi sesuai dengan jati diri
koperasi.

e meningkatkan peran kelembagaan usaha untuk mengembangkan
KUMKM(Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah).

e meningkatkan pelayanan kepada pelaku pasar.

¢ melakukan intensifikasi terhadap sumber-sumber pendapatan pasar.

3.8.3 Dinas Perdagangan Kabupaten Mandailing Natal

Tugas dan fungsi Dinas perdagangan Kabupaten Mandailing Natal
merupakan unsur pelaksana Pemerintahan Kabupaten Mandaling Natal, Dinas
Perdagangan Kabupaten Mandailing Natal yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Perdagangan Kabupaten Mandailing Natal mempunyai tugas
melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dibidang pasar.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Dinas
Perdagangan Kabupaten Mandailing Natal mempunyai fungsi : a). perumusan
Kebijakan teknis pemberian bimbingan dan pembinaan pengelolaan pasar dan

pekan Kabupaten Mandailing Natal. b). pemberian perjanjian dan pelaksanaan
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umum. ¢). pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis Dinas dan cabang Dinas di
bidang pasar Kabupaten Mandailing Natal. d). pengelolaan urusan ketatausahaan
Dinas.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 5,
Dinas perdagangan Kabupaten Mandiling Natal mempunyai wewenang sebagai
berikut : a). pemberian izin dan pengawasan pemanfaatan hasil pasar. b).
penyelenggaraan inventarisasi dan pemetaan pasar. c). penyelenggaraan tata batas
pasar, rekonstruksi dan penataan batas kawasan batas. d). penyelenggaraan
pembentukan wilayah dan pengelolaan pasar. €). pemberian izin dan pengawasan
pemanfaatan kawasan pasar. f). pengelolaan taman pasar. g). penyelenggaraan
pengurusan pasar. h). pemberian izin dengan pengawasan pemanfaatan jasa
lingkungan pasar. i). pengesahan rencana tahunan. J). pemberian izin dan
pengawasan usaha pemanfaatan pasar serta sumber daya pasar. k). pengaturan

pasar rakyat dan pasar milik.
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3.8.4 Susunan Organisasi Dinas Perdagangan Kabupaten Mandailing Natal

KEPALA DINAS
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JABATAN FUNGSIONAL  [—
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SEKSI PERDAGANGAN
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MEGERI
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

41  HASIL PENELITIAN

4.1.1 Penyajian Data

Dalam bab ini membahas dan menyajikan data yang diperoleh selama
penelitian dilapanagan dengan cara pendekatan kualitaif yaitu data yang diperoleh
dengan komunikasi langsung bersama para narasumber yang berwenang untuk
menjawab pertanyaan yang kemudian ditarik keimpulan. Analisis ini terfokus
pada Dinas Perdagangan Bidang Pasar di Pasar Baru Panyabungan Kabupaten
Mandailing Natal. sumber data dalam penelitian ini adalah 3 orang dari pihak
Dinas Perdagangan Kabupaten Mandailing Natal dan 2 orang dari pengguna pasar
yang dikelola Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal.

Untuk mendukung perolehan data, selain data primer maka data sekunder
juga sangat membantu menjelaskan hasil wawancara terutama yang terkait dengan
tingkat karakteristik jawaban narasumber.

4.1.2 Deskripsi Narasumber

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan melalui wawancara terhadap
narasumber, selanjutnya dapat diperoleh data-data yang berhubungan erat dengan
karakteristik narasumber menurut jenis kelamin, umur, dan pekerjaan. Selain itu
data primer penelitian berupa jawaban-jawaban atas pertanyaan yang diajukan
kepada narasumber terkait dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2012
tentang pengelolaan retribusi pelayanan pasar juga akan dianalisis secara objektif

dan mendalam sebagai bentuk hasil dan pembahasan penelitian.
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Karakteristik dan jawaban narasumber yang digunakan sebagai sumber
pengumpul data penelitian ini selanjutnya disajikan secara sistematis sebagaimana
penjelasan-penjelasan yang akan diuraikan sebagai berikut :

4.1.3 Distribusi Narasumber Menurut Jenis Kelamin

Narasumber dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu narasumber
yang berjenis kelamin laki-laki dan narasumberyang berjenis kelamin perempuan
sebagai berikut :

Tabel 3

Distribusi Narasumber Menurut Jenis Kelamin

No Jenis Kelamin Frekuensi Presentase
1 Laki-laki 4 80%
2 Perempuan 1 20%
Jumlah 5 100%

Sumber : Data Wawancara 2019

Berdasarkan tabel 3 tersebut mayoritas narasumber berasal dari jenis
kelamin laki-laki dengan frekuensi sebanyak 4 orang atau 80 % sedangkan jenis
kelamin perempuan frekuensi 1 orang atau 20 %.
4.1.4 Distribusi Narasumber Menurut Umur

Distribusi narasumber menurut umur dapat dikelompokkan menjadi 3
kelompok umur yaitu narasumber dengan umur 20-29 tahun, umur 30-39 tahun,
umur 40-49 tahun. Pada tabel 4 akan dijelaskan frekuensi dan presentase masing-

masing kategorisasi sebagai berikut :
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Tabel 4

Distribusi Narasumber Menurut Umur

No Umur Frekuensi Presentase
1 20-29 tahun 1 20%
2 30-39 tahun 2 40%
3 40-49 tahun 2 40%
Jumlah 5 100%

Sumber : Data Wawancara 2019

Berdasarkan tabel 5 di atas diketahui bahwa umur narasumber terbanyak
ada pada kelompok umur 30-39 tahun dan 40-49 tahun masing-masing sebesar 40
persen. Sementara kelompok umur 20-29 tahun sebanyak 20 persen.
4.1.5 Distribusi Narasumber Menurut Pekerjaan

Setiap orang mempunyai pekerjaan yang berbeda dan tak terkecuali pada
pekerjaan narasumber maka akan dikelompokkan menjadi 3 kategori yaitu
pegawai negeri sipil, pegawai honorer, dan wiraswasta. Pada tabel 4.3 akan
dijelaskan frekuensi untuk masing-masing kategori sebagai berikut :

Tabel 5

Distribusi Narasumber Menurut Pekerjaan

No Pekerjaan Frekuensi Presentase
1  Pegawai Negeri Sipil 2 40%
2  Pegawai Honorer 1 20%
3 Wiraswasta 2 40%
Jumlah 5 100%

Sumber : Data Wawancara 2019
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Dari tabel 5 dapat dilihat status pekerjaan narasumber dalam penelitian ini.
Mayoritas narasumber adalah pegawai negeri sipil dan wiraswasta masing-masing
sebanyak 40 persen. Sedangkan pegawai honorer sebanyak 20 persen.

4.2 PEMBAHASAN
4.2.1 Deskripsi Hasil Wawancara
1. Adanya Tujuan Yang Ingin Dicapai

Tujuan yang ingin dicapai dalam Peraturan Bupati Mandailing Natal
Nomor 13 tahun 2012 tentang pengelolaan retribusi pelayanan pasar adalah
penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, losd, kios yang
yang dikelola pemerintah daerah dan khususnya disediakan untuk pedagang serta
peningkatan pelayanan pasar demi kelancaran proses transaksi jual beli.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada hari jumat, 27
september 2019 dengan bapak Khairul Akhyar Rangkuti, ST sebagai Ketua
Bidang Pasar Dinas Perdagangan Kabupaten Mandailing Natal menyatakan
bahwa Peraturan Bupati Nomor 13 tahun 2012 tentang pengelolaan retribusi
pelayanan pasar digunakan sebagai acuan untuk melaksanakan tugas dalam
bekerja yang dilakukan oleh instansi dinas Perdagangan Kabupaten Mandailing
Natal. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor
retribusi khususnya pengelolaan retribusi pelayanan pasar. Dalam pengutipan
retribusi, pejabat honorer diberikan wewenang khusus oleh kepala pasar untuk
pengumpulan dan pengutipan retribusi pelayanan pasar sesuai dengan ketentuan
yang berlaku. Dalam pencapaian Peraturan Bupati tersebut selama ini belum ada

keluhan dari para pengguna pasar, karena tidak adanya sanksi bagi pengguna
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losd/kios yang lalai dalam pembayaran retribusi. Kendala yang dihadapi dalam
pengutipan retribusi pasar adalah kurangnya petugas retribusi. Kekurangan
tersebut diakibatkan oleh kurangnya upah bagi petugas pengutip sehingga
pengutipan retribusi tidak optimal. Dalam melaksanakan tugasnya, pengutip
terkadang hanya dilakukan sekali dalam seminggu bagi setiap pedagang,
sementara pedagang tetap berjualan setiap hari tanpa dipungut biaya retribusi.

Kemudian, hasil wawancara yang diperolen dari bapak Henri Sakti,
sebagai kepala pasar di pasar panyabungan Kabupaten Mandailing Natal
menyatakan bahwa dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam Peraturan
Bupati Nomor 12 tahun 2012 tentang pengelolaan retribusi pelayanan pasar ialah
mengatur tentang jenis tarif retribusi pasar serta mengatur tentang wewenang
penyidik dalam pengutipan retribusi pasar. Upaya yang dilakukan dalam
pengelolaan retribusi pelayanan pasar ialah pegutipan yang sesuai dengan
peraturan yang berlaku dengan pelayanan yang diberikan terhadap pengguna pasar
demi terciptanya iklim yang kondusif dan juga menerapkan retribusi kebersihan
guna menjaga kebersihan serta sekaligus retribusi jaga malam guna keamanan
barang-barang jualan para pedagang.

Berdasarkan wawancara yang diperoleh dari bapak Khusnul, sebagai
pengutip retribusi di pasar panyabungan kabupaten mandailing natal pada hari
jumat, 27 september 2019 menyatakan bahwa adanya tujuan yang ingin dicapai
dalam pengelolaan retribusi pelayanan pasar dengan pengefektipan pengutipan
retribusi pasar dengan biaya yang sesuai dengan tarif perundang-undangan yang

berlaku, serta memberikan pelayanan dan kenyamanan pada setiap barang yang
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dipasarkan dengan diberlakukannya jaga malam demi menjaga keamanan barang
dagangan para pengguna pasar dari kemalingan.

Adapun pengutipan retribusi menurut ibu Roslaini, sebagai pedagang pada
hari sabtu, 28 september 2019 yang menyatakan bahwa pengutipan retribusi pasar
sudah efektif akan tetapi para pengguna pasar khususnya yang mengontrak
losd/kios sedikit resah, dikarenakan selalu meningaktnya retribusi pengguna
losd/kios setiap tahunnya, akan tetapi retribusi yang dibayarkan kuarang sesuai
dengan tempat yang digunakan. Tetapi, demi menjaga barang dagangan yang
diperjualkan ibu tersebut selalu membayarkan retribusi kebersihan yang juga
merupakan retribusi jaga malam untuk menjaga keamanan barang dagangan para
pedagang agar tidak kemalingan, serta para pengguna merasa aman ketika
meninggalkan barang dagangannya tanpa harus khawatir akan kemalingan
dimalam hari ketika ditinggalkan.

Berbeda halnya dengan hasil wawancara dengan bapak Syafi’i, sebagai
pedagang di pasar menyatakan bahwa pengutipan retribusi sudah sesuai dengan
peraturan yang berlaku, karena setiap hari para pengutip selalu datang mengutip
retribusi pasar, serta bapak tersebut merasa aman dan nyama dikarenakan setiap
pengutipan kepada para pedagang diberikan karcis sebagai bukti bahwa telah
dikutipnya retribusi dari pengguna pasar tersebut. Bapak tersebut mengahrapkan
dengan efektifnya pengutipan terseut bisa memberikan pengemabangan pasar agar

kedepannya bisa lebih modern dari yang sekarang digunakan.
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2. Adanya Program Yang Dilaksanakan

Program yang dilaksanakan adalah pengutipan retribusi dan juga
pengutipan retribusi kebersihan yang sekaligus merupakan retribusi jaga malam
untuk menjaga keamanan barang dagangan para pemilik losd/kios, yang dikutip
setiap harinya oleh petugas pengutip retribusi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Khairul Akhyar Rangkuti,
S.T sebagai ketua bidang pasar di dinas perdagangan kabupaten mandailing natal
pada hari jumat 27 september 2019 yang menyatakan bahwa dengan adanya
program yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2012
tentang pengelolaan retribusi pelayanan pasar. dalam menjalankan program kerja
tidak ada hambatan utamanya dalam meningkatkan kesadaran wajib retribusi,
dikarenakan diberlakukannya sistem kontrak kerja bagi pengguna losd/kios yang
mengharuskan para pengguna harus terlebih dahulu membayarkan retribusi
sebelum menggunakan fasilitas losd/kios dengan kontrak pertahun serta dengan
adanya surat pengajuan permohonan penggunaan pasar serta surat perjanjian
penggunaan pasar bisa lebih menertibkan para pengguna fasilitas losd/kios karena
akan dikenakan sanksi hukum yang berlaku ketika melanggar perjanjian yang
telah dituliskan. Serta dengan program retribusi kebersihan sekaligus retribusi
jaga malam demi menjaga keamanan barang jualan para pedagang dari tindakan
kemalingan, membuat para wajib retribusi lebih sadar akan pentingnya dalam
pembayaran retribusi karena terjadinya saling membutuhkan antara wajib retribusi

dengan pihak pemerintahan.
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Selain itu, menurut bapak Hendri Sakti sebagai kepala pasar di pasar
panyabungan kabupaten mandailing natal pada hari jumat 27 september 2019
menyatakan bahwa program yang dilaksanakan sudah sesuai dengan Peraturan
Bupati Nomor 12 tahun 2012 tentang pengelolaan retribusi pelayanan pasar,
dimana program yang dilaksankan dalam pengutipan retribusi pasar sudah sesuai
dengan peraturan yang berlaku. Akan tetapi dalam pengembangan pasar masih
sangat minim dikarenakan saat ini lebih terfokus terhadap perbaikan losd/kios
yang mengalami kerusakan, karena sudah semakin tuanya bangunan pasar
tersebut, Dalam pengembangannya pasar telah mengalami banyak perkembangan
di segi bidang bangunan, akan tetapi belum menambah fasilitas pasar lebih
banyak karena pasar digunakan setiap hari oleh para wajib retribusi, serta belum
adanya opsi sementara bagi pengguna pasar untuk dipindahkan agar bisa
mengembangkan bangunan ataupun menambah pasar di tempat tersebut.

Sebagaimana hasil wawancara yang diperoleh dari bapak Khusnul sebagai
pengutip retribusi menyatakan bahwa dengan adanya program Peraturan Bupati
Nomor 12 tahun 2012 tentang pengelolaan retribusi pelayanan pasar dalam rangka
pengutipan retribusi pelayanan pasar, diharapkan para wajib retribusi untuk
membayarkan retribusi penggunanaan pasar, dan Beliau juga berharap agar para
wajib retribusi tidak melanggar perjanjian yang telah disepakati, sehingga tidak
perlu adanya wajib retribusi yang dikenakan sanksi hukum, karena masyarakat
dan juga pemerintahan daerah sama-sama saling membutuhkan.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperolah dari ibu Roslaini, sebagai

pedagang pada hari sabtu, 28 september 2019 yang menyatakan bahwa
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programpasar dengan adanya jaga malam sangat membantu baginya dalam
menjaga keamanan barang dagangannya dari kemalingan dimalam hari ketika
ditinggalkan di dalam kios yang digunakannya. Dengan adanya program tersebut
membuat para wajib retribusi meningkatkan kesadarannya untuk membayarkan
retribusi, karena menurutnya program tersebut membuat dinas dan juga wajib
retribusi saling membutuhkan satu sama lain demi menjaga keamanan,
ketentraman, serta kenyamanan dalam proses transaksi jual beli antara pedagang
dan pembeli.

Menurut bapak Syafi’i sebagai pedagang pada hari sabtu 28 september
2019 menyatakan bahwa program yang dilaksanakan telah sesuai dengan
Peraturan Bupati Nomor 13 tahun 2012 tentang pengelolaan retribusi pelayanan
pasar, dimana dalam meningkatkan kesadaran wajib retribusi dalam pembayaran
retribusi dinas pasar melaksanakan program jaga malam demi menjaga keamanan
barang dagangan para pedagang ketika ditinggalkan di dalam losd/kios, sehingga
memberikan kenyamanan dan rasa aman bagi para pedagang ketika meninggalkan
barang dagangannya di dalam losd/kios yang dikontraknya.

3. Adanya Pengaruh Bagi Aspek Kehidupan

Pengaruh pasar dalam kebijakan yang diterapkan bagi masyarakat,

diharapkan terbentuknya lapngan pekerjaan baru untuk mengurangi angka

pengangguran di daerah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Khairul Akhyar Rangkuti, S.T
sebagai ketua bidang pasar di Dinas Perdagangan Kabupaten Mandailing Natal

pada hari jumat 27 september 2019 yang menyatakan bahwa fasilitas losd/kios
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sudah sangat sesuai dengan retribusi yang dibayarkan. Selain itu menurutnya
retribusi yang dibayarkan lebih murah darilosd/kiod di tempat lain dan juga
dengan adanya fasilitas dan program-program pelayanan yang diberikan dalam
pengelolaan pasar akan memberikan kenyamanan dan kelancaran proses transaksi
jual beli. Selanjutnya menurut beliau dengan berjualan di pusat pasar akan
meningkatkan pendapatan para pedagang dalam proses penjualan. Hal ini
disebabkan karena setiap pengunjung pasar yang datang bukan hanya datang
untuk membeli, tetapi juga untuk membandingkan harga barang yang di jualkan

pasar tersebut dengan pasar lain.

Hal yang hampir sama juga dinyatakan oleh bapak Hendri Sakti sebagai
kepala pasar dipasar panyabungan Kabupaten Mandailing Natal yang menyatakan
bahwa suatu pasar sangat besar pengaruhnya dalam masyarakat, karena
memberikan lapangan pekerjan, mendorong peningkatan ekonomi, meningkatkan
pendapatan dan juga kelangsungan hidup banyak orang. Dengan tata cara sistem
kontrak, dan juga perjanjian para pedagang baru bisa memakai fasilitas losd/kios,
dan para pedagang juga dikenakan retribusi kebersihan dan kenyamanan transaksi
jual beli antara pedagang dan pembeli, sehingga para pedagang nyaman bejualan,
begitu juga dengan pembeli merasa tidak risih dengan bau-bau sampah yang
menyengat dan mengganggunya untuk melaksanakan belanja dengan tawar

menawar dengan penjual.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Khusnul sebagai pengutip
retribusi pada hari jumat 27 september 2019 yang menyatakan bahwa pasar sangat

berpengaruh besar terhadap berbagai elemen masyarakat dan juga berperan besar
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dalam perekonomian suatu daerah. Pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal

khususnya sangat mengharapkan retribusi pasar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Roslaini sebagai pedagang pada
hari sabtu 28 september 2019 yang menyatakan bahwa pasar yang dikelola oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal yang di tempatinya sekarang
sangat berpengaruh besar dalam kehidupannya. Karena dipasar tersebutlah dia
memulai usahanya dari buka kecil-kecilan yang dimulai dari pinjaman dari bank
hingga telah besar seperti sekarang. ibu tersebut merasa sangat nyaman dalam
transaksi jual beli dengan para pelanggannya, dikarenakan dinas yang mengelola
pasar mengenakan tarif retribusi kebersihan kepada setiap pedagang untuk
kebersihan agar terciptanya kenyamanan dalam berjualan maupun berbelanja di
pasar tersebut. Satu hal yang beliau rasa puas dalam pelayanan pasar dikarenakan
adanya jaga malam sehingga membuatnya merasa aman ketika meninggalkan

barang dagangannya di dalam kios yang digunakannya untuk berjualan.

Hal yang senada juga dinyatakan oleh bapak Syafi’i sebagai pedagang
yang menyatakan bahwa pasar sangat berpengaruh besar bagi kehidupannya
dalam menjajalkan barang dagangannya, karena setiap tahun akan mengalami
kelonjakan pendapatan utamanya di hari-hari besar seperti hari raya idul fitri, hari
raya idul adha, hari natal dan tahun baru juga tak terlepas dari hari-hari besar
tersebut, karena hampir semua penduduk kabupaten mandailing natal lebih
memilih berbelanja ke pasar panyabungan, karena lebih menawarkan banyak
pilihan model baju yang dipasarkan, dan harganya agak sedikit lebih miring,

karena telah memiliki pelanggan masing-masing yang hampir setiap tahun datang

55



56

untuk berbelanja kebutuhan hari raya. Bapak tersebut juga sudah berada di pasar

tersebut bertahun-tahun sehingga sudah memiliki banyak pelanggan.

4. Adanya Interaksi Dengan Organisasi Lain

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Khairul Akhyar Rangkuti S.T
sebagai ketua bidang pasar di Dinas Perdagangan Kabupaten Mandailing Natal
pada hari jumat 27 september 2019 menyatakan bahwa dinas perdagangan dengan
dinas keuangan dan aset daerah menjalin kerjasama untuk pengoptimalan
pengutipan retribusi pasar yang telah ditargetkan. Akan tetapi target belum
tercapai dikarenakan terus bertambahnya target setiap tahunnya. Dalam
pembagian tempat pengutipan retribusi kabid pasar mengatakan bahwasanya
setiap pasar yang dikelola memiliki kepala pasar dan memiliki anggota yang
bertugas mengutip retribusi dari para wajib retribusi, akan tetapi dalam keadaan
sekarang para anggota mulai mengeluh dan juga meninggalkan pekerjaannya
dikarenakan tidak adanya upah yang jelas untuk dirinya dalam penarikan retribusi
yang dikerjakannya. Serta katanya dalam pengutipan terkadang mengalami
kendala terhadap pengguna kios yang lalai dalam membayar retribusi, dimana di
dalam peraturan daerah yang dikeluarkan tidak adanya sanksi administrasi yang
jelas terhadap wajib retribusi, sehingga melonggarkan serta memberi dampak
negatif bagi wajib retribusi lainnya, karena akan menimbulkan kekacauan dikala
para pedagang mengetahui hal tersebut secara luas. Selain itu, sebagai ketua
bidang pasar dia berharap kedepannya akan ada nada sanksi administrasi yang
jelas terhadap pengguna pasar yang lalai dalam membayar retribusi, dan

diharapkan bisa mencapai target yang dikeluarkan setiap tahunnya.
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Berdasarkan hasil wawancara pada hari jumat 27 september 2019 dengan
bapak Hendri Sakti selaku kepala pasar di pasar panyabungan Kabupaten
Mandailing Natal memberikan jawaban adanya kerjasama antara dinas
perdagangan dengan dinas keuangan dan aset daerah kabupaten mandailing natal.
beliau juga mengatakan bahwasanya kerjasama antara dinas dalam pembagian
tempat pengutipan retribusi pasar, agar tidak adnya pengutipan yang terjadi dua
kali kepada seorang pedagang. Beliau juga mengatakan bahwasanya para
pedagang amat sangat menjaga perjanjian yang disetujui antara pihak dinas dan
para pedagang sebelum resmi bisa menggunakan losd/kios yang ingin disewakan,
sehingga tidak perlu adanya sanksi administrasi yang memberatkan bagi para
pedagang, karna menurutnya antara pihak dinas dengan para pedagang saling
membutuhkan, dimana dinas mengharapkan retribusi dari para pedagang untuk
mencapai target yang ditentukan dan begitu juga dengan pedagang mengharapkan
pelayanan keamanan dan kenyamanan dalam kelancaran transaksi dengan para

pembeli.

Sebagai hasil wawancara dengan bapak Khusnul sebagai pengutip retribusi
yang menyatakan bahwasanya adanya kerjasama antara Dinas Pengembangan
dengan Dinas Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mandailing Natal. dimana
kerjasama tersebut dalam rangka pengoptimalan pengutipan retribusi dan juga
sebagai tempat penyetoran dari retribusi pasar. Beliau juga mengatakan bahwa
setiap pengutip melaksanakan tugas dengan baik dalam pengutipan dimana
komunikasi antara pedagang dengan petugas pengutip sangat berhubungan baik

bahkan memberikan sedikit kelonggaran kepada wajib retribusi, serta mendengar
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keluhan ketika ada kerusakan terhadap bangunan losd/kios yang digunakan wajib

retribusi.

4.2.2 Analisis Hasil Wawancara

1. Adanya Tujuan Yang Ingin Dicapai

Tujuan yang ingin dicapai merupakan suatu proses perencanaan,
pengarahan, pengorganisasian dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai
sasaran yang dapat diimplementasikan melalui program atau formulasi kebijakan.
dalam penelitian ini pelaksanaannya telah dijalankan sesuai dengan peraturan

daerah yang diterapkan.

Berdasarkan wawancara yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa
Peraturan Bupati Nomor 13 tahun 2012 dalam rangka pengutipan retribusi
pelayanan pasar di pasar panyabungan Kabupaten Mandailing Natal sudah
diimplementasikan dan digunakan sebagai acuan dalam membangun tugas untuk
mewujudkan dan meningkatkan ketertiban bagi pengguna pasar. Upaya yang telah
dilakukan dalam hal pengutipan retribusi pelayanan pasar khususnya dibidang
pengelolaan retribusi pelayanan pasar yaitu melakukan pengutipan retribusi setiap
hari kepada setiap pihak pengguna losd/kios pasar yang dikelola oleh pemerintah
daerah kaupaten mandailing natal. pada peraturan daerah tersebut mengatur
tentang penyedian fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, losd,
kios, serta besaran tarif sesuai dengan jenis dan luas bangunan yang dikelola

pemerintah kabupaten mandailing natal. Dalam pencapaian target retribusi daerah
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tersebut masih terdapat kendala, sehingga berdampak pada realisasi penerimaan

retribusi pasar yang tidak tercapai seperti dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 6

Penerimaan Pendapatan Retribusi Pasar Tahun 2015-2018

Tahun 2015 2016 2017 2018

Target (Rp) 1.202.097.000 1.001.300.000 1.001.300.000 1.131.469.000

Realisasi (Rp) 960.374.300  664.827.250  560.454.800  560.454.800

Persentase 79,89 66,40 55,97 49,53
Realisasi (%) _ _
Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa terjadi penurunan
penerimaan retribusi pasar dalam kurun waktu 4 tahun terakhir. Pada tahun 2015
penerimaan pendatapan dari retribusi pasar masih cukup tinggi yaitu sebesar 79,89
persen. Kemudian di tiga tahun berikutnya terus mengalami penurunan

pendapatan hingga di bawah 50 persen pada tahun 2018 sebesar 49 persen.

Terkait dengan pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa pengelolaan
retribusi pelayanan pasar yang dilaksanakan dinas perdagangan yang ditanggung
jawabi bidang pasar sudah dilaksanakan berdasarkan peraturan daerah yang
diterapkan kabupaten mandailing natal dan digunakan sebagai pedoman dasar atas
segala bentuk jenis pengutipan retribusi pasar dalam melaksanakan tugas untuk
meningkatkan dan mewujudkan ketertiban bagi pengguna pasar, walau target
yang ditetapkan belum tercapai, dikarenakan realisasi untuk mencaapai target

retribusi pasar yang terlalu tinggi, serta masih adanya beberapa losd/kios yang
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kosong yang tidak ada pemiliknya. Dan satu hal yang terpenting yaitu mahalnya
harga untuk menyewa sebuah losd/kios serta selalu naik setiap tahunnya sehingga
memberatkan kepada para pedagang yang ingin menyewa ataupun menggunakan

fasilitas losd/kios.

Berdasarkan pembahasan di atas, kategori satu dalam penelitian ini yaitu
adanya tujuan yang ingin dicapai telah dilaksanakan dengan baik sesuai Peraturan
Bupati Nomor 13 tahun 2012 dalam rangka pengutipan retribusi pelayanan pasar

di pasar panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

2. Adanya Program Yang Dilaksanakan

Program yang ingin dilaksanakan adalah suatu rencana yang sudah
mempunyai tujuan dan sasaran kedepannya dari komitmen dalam sebuah
organisasi. Penerapan program yang dilaksanakan sudah sesuai dengan peraturan
daerah, akan tetapi masih belum dapat tercapai dengan target yang telah

ditetapkan.

Adapun program yang dilaksanakan dalam pengelolaan retribusi
pelayanan pasar yaitu dengan di kutipnya retribusi kebersihan untuk memberikan
kenyamanan serta keamanan bagi para pedagang serta pembeli dalam
melaksankan transaksi jual beli. Dalam pengutipan retribusi kebersihan
merupakan upaya dari Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal untuk
menjaga kebersihan pasar serta retribusi tersebut digunakan untuk jaga malam
untuk menjaga keamanan barang dagangan para pedagang yang ditinggalkan di

dalam losd/kios yang digunakannya. Besaran retribusi kebersihan yang dikutip
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oleh para petugas pengutip retribusi sebesar Rp. 2.000,- dan dikutip setiap hari
kepada setiap pedagang agar tidak memberatkan para pedagang. Selanjutnya

penjelasan dalam tabel berikut.

Tabel 7

Penerimaan Retribusi Pelayanan Kebersihan Pasar Tahun 2015-2018

Tahun 2015 2016 2017 2018

Target (Rp) 252.097.000  371.110.238  371.110.238 419.354.569

Realisasi (Rp) 281.334.500 279.613.000 308.555.000 308.555.000

Persentase 111,60 75,34 83,14 73,58
Realisasi (%) » »
Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Dari tabel di atas terlihat bahwa pendapatan dari retribusi pelayanan
kebersihan pasar menunjukkan kinerja yang cukup baik. Dalam 4 tahun terakhir
realisasi pendapatan pelayanan kebersihan pasar selalu mencapai di atas 70
persen. Bahkan di tahun 2015, realisasi pendapatan melebihi target yang

ditetapkan yaitu mencapai 111,60 persen.

Terkait dengan pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa Peraturan Bupati
Nomor 13 tahun 2012 dalam rangka pengutipan retribusi pelayanan pasar di pasar
panyabungan Kabupaten Mandailing Natal telah dilaksanakan. Dalam
pelaksanaan progaram retribusi kebersihan dalam beberapa tahun terahir
mengalami penurunan, akan tetapi tidak terlalu jauh dari target yang ditentukan
setiap tahunnya. Hal tersebut diakrenakan dari 100% losd/kios yang disewakan

baru 80% yang ada pemiliknya, serta kurang ramainya para pembeli yang
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mengakibatkan pendapatan pedagang menurun sehingga berdampak adanya

beberapa pedagang yang menunggak retribusi kebersihan.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat dilihat kategori 2 dalam penelitan
ini yaitu adanya program yang dilaksanakan sudah berjalan lancar, namun harus
tetap meningkatkan pelayanan keamanan dan ketertiban agar target pendapatan

dari retribusi kebersihan terpenuhi.

3. Adanya Pengaruh Bagi Aspek Kehidupan

Setiap kebijakan yang ditetapkan akan menimbulkan pengaruh, baik
pengaruh positif maupun negatif, pengaruh positif dimaksudkan sebagai pengaruh
yang memang diharapkan akan terjadi akibat sebuah kebijakan dan memberikan
manfaat yang berguan bagi lingkungan kebijakan. sedangkan pengaruh negatif
dimaksudkan sebagai dampak yang tidak memberikan manfaat bagi lingkungan

kebijakan dan tidak diharapkan terjadi

Berdasarkan wawancara yang di peroleh, maka dapat disimpulakan bahwa
Peraturan Bupati Nomor 13 tahun 2012 dalam rangka pengutipan retribusi
pelayanan pasar di pasar panyabungan Kabupaten Mandailing Natal sudah di
implementasikan dengan besarnya pengaruh bagi aspek kehidupan masyarakat
yaitu dalam memberikan fasilitas losd/kios untuk membuka lapangan pekerjaan
khususnya bagi masyarakat kabupaten mandailing natal. dengan adanya lapangan
pekerjaan maka akan mengurangi pengangguran dan juga agar masyarakat tidak
perlu merantau ke kota, dikarenakan sudah memiliki pekerjaan di daerahnya

sendiri. Serta semakin banyaknya yang menggunakan losd/kios yang dikelola
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pemerintah daerah kabupaten mandailing natal juga akan mendorong peningkatan
pendapatan asli daerah khususnya dibidang retribusi pasar dan diharapkan akan

dapat memenuhi target pendatan reribusi setiap tahunnya.

Terkait dengan pembahasan ini, penulis menyimpulkan bahwa pengaruh
pasar sangat berdampak besar dalam kehidupan masyarakat, karena dapat
mengurangi sebagian pengangguran di daerah kabupaten mandailing natal, akan
tetapi belum sepenuhnya mengurangi pengangguran di daerah kabupaten
mandailing natal, dikarenkan masih besarnya harga untuk menyewa sebuah kios,
dan juga masih banyak keluhan dari para pengguna pasar dikarenakan setiap
target retribusi pasar meningkat pertahunnya, maka sewa losd/kios juga akan

meningkat harganya.

4. Adanya Interaksi Dengan Organisasi Lain

Interaksi yang dilakukan dengan organisasi lain harus ada guna mencapai
kerja sama yang bagus dalam pengelolaan retribusi pelayanan pasar. Adapun
organisasi lain yang berinteraksi adalah seperti dinas perdagangan dengan dinas

keuangan dan aset daearah kabupaten mandailing natal.

Berdasakan wawancara yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa
Peraturan Bupati Nomor 13 tahun 2012 dalam rangka pengutipan retribusi
pelayanan pasar di pasar panyabungan Kabupaten Mandailing Natal sudah
terlaksana dengan adanya interaksi dengan organisasi lain yaitu antara Dinas
Perdagangan dengan Dinas Keuangan dan Aset Daerah, interaksi ini dilakukan

hampir setiap bulan dikarenakan setiap bulannya dinas perdagangan menyetorkan
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hasil pengutipan retribusi pasar kepada dinas keuangan dan aset daerah. Serta
dalam proses interaksi dinas perdagangan dengan dinas keuangan dan aset daerah
berkomunikasi tentang pembagian tempat petugas pengutip retribusi pasar dalam
rangka mengoptimalkan pengutipan retribusi pasar yang dikelola pemerintah

daerah kabupaten mandailing natal.

Terkait dengan pembahasan ini, penulis menyimpulkan bahwa interaksi
dengan organisasi lain telah berjalan dengan baik, yaitu khususnya interaksi antara
Dinas Perdagangan di bidang pasar dengan Dinas Keuangan dan Aset Daerah
dalam pembagian tempat petugas pengutip retribusi dalam pengoptimalan
pengutipan retribusi pasar, sehingga berdampak terhadap pengutipan retribusi

yang tertib dan begitu juga dengan pengguna pasar merasa aman dan nyaman.

Dari semua pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan dari 4
kategorisasi yang digunakan penulis, 2 kategorisasi berjalan dengan baik, 1
kategorisasi baru setengah jalan,1 kategorisasi belum tercapai sepenuhnya.

Dengan perbandingan tersebut maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

Pengimplementasian Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2013 dalam rangka
pengutipan retribusi pelayanan pasar di pasar panyabungan berjalan dengan baik

dan sesuai dengan yang diharapkan dari kebijakan tersebut.
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BAB V
PENUTUP

A. Simpulan
Berdasarkan hasil wawancara dan pembahasan pada bab sebelumnya,

Peraturan Bupati Nomor 13 tahun 2012 dalam rangka pengutipan retribusi

pelayanan pasar di pasar panyabungan Kabupaten Mandailing Natal secara umum

sudah diimplementasikan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari:

a. Kategori 1 yaitu adanya tujuan yang ingin dicapai telah dilaksanakan dengan
optimal. Tujuan dari pengelolaan retribusi pelayanan pasar yang dilaksanakan
dinas perdagangan adalah untuk meningkatkan dan mewujudkan ketertiban
bagi pengguna pasar berdasarkan peraturan daerah yang ditetapkan.Walaupun
target yang ditetapkan belum tercapai dikarenakan realisasi untuk mencapai
target retribusi pasar yang terlalu tinggi tetapi tujuan yang ingin dicapai telah
dilaksanakan dengan baik.

b. Kateori 2 yaitu adanya program yang dilakukan sudah diimplementasikan
dengan maksimal. Program yang dilakukan antaranya dengan memberikan
kenyamanan dan keamanan kepada pengusaha dengan imbalan retribusi
kebersihan. Dalam tiga tahun terakhir pencapaian retribusi kebersihan
mengalami penurunan karena banyak kios/losd yang kosong. Selain itu
berkurangnya permintaan konsumen mempengaruhi pendapatanpedagang
menjadi lebih rendah yang meninmbulkan banyaknya tunggakan retribusi.

c. Kategoti 3 yaitu adanya pengaruh terhadap kehidupan sangat berdampak

besar dalam kehidupan masyarakat, karena dapat mengurangi sebagian
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pengangguran di daerah Kabupaten Mandailing Natal, akan tetapi belum
sepenuhnya mengurangi pengangguran di daerah Kabupaten Mandailing
Natal, dikarenkan masih besarnya harga untuk menyewa sebuah kios, dan
juga masih banyak keluhan dari para pengguna pasar dikarenakan setiap
target retribusi pasar meningkat pertahunnya, maka sewa losd/kios juga akan
meningkat harganya

Kategori 4 yaitu adanya interaksi dengan organisasi lain telah berjalan dengan
baik, yaitu khususnya interaksi antara dinas perdagangan di bidang pasar
dengan dinas keuangan dan aset daerah dalam pembagian tempat petugas
pengutip retribusi dalam pengoptimalan pengutipan retribusi pasar, sehingga
berdampak terhadap pengutipan retribusi yang tertib dan begitu juga dengan

pengguna pasar merasa aman dan nyaman.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran dalam rangka

Implementasi Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan

Retribusi Pelayanan Pasar dalam rangka pengutipan retribusi pelayanan pasar

sebagai berikut:

Pemerintah dalam hal iniDinas Perdagangan Mandailing Natal mengkaji
ulang target penerimaan dari retribusi pelayanan yang cukup tinggi mengingat

realisasi beberapa tahun terakhir sulit tercapai.
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Melakukan pembinaan kepada petugas pengutip retribusi pelayanan pasar
secara rutin atau mengadakan rekrutmen pengutip retribusi pasar jika

diperlukan

Membuat sanksi yang tegas bagi wajib retribusi pasar yang tidak patuh

dengan peraturan yang ditetapkan

Meningkatkan pelayanan pasar seperti penambahan fasilitas atau

pemeliharaan fasilitas pasar agar wajib retribusi merasa nyaman.

Membuat upaya pengaturan blok-blok pasar agar tidak terjadi ketimpangan
keramaian pembeli sehingga tidak ada alasan bagi wajib retribusi karena sepi

pembeli.

Pengutip diberi pemahaman agar selalu memberikan karcis tanda pembayaran
kepada pedagang yang telah membayar retribusi untuk mencegah terjadinya
penyimpangan. Begitu juga sebaliknya, pedagang diminta untuk menagih

karcis bukti pembayaran setelah membayar retribusi.
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Pedoman wawancara

Implementasi Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 13 Tahun 2012

Dalam Rangka Pengutipan Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar

Nama

Umur

Jabatan

Panyabungan.

A. Adanya tujuan yang ingin dicapai

1.
2.

Menurut bapak/ibu apakah pengutipan retribusi pasar sudah efektif ?
Menurut bapak/ibu apakah retribusi yang dibayarkan sudah sesuai
dengan pelayanan yang diterima ?

Menurut bapak/ibu apakah tarif retribusi sudah sesuai dengan
peraturan yang berlaku ?

Menurut bapak/ibu faktor-faktor apa saja yang menghambat dalam
pengutipan retribusi pasar?

B. Adanya program yang dilaksanakan

1.

3.

Menurut bapak/ibu apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan
kesadaran wajib retribusi untuk membayar retribusi ?

Menurut bapak/ibu bagaimana sanksi bagi wajib retribusi pasar yang
lalai dalam membayar retribusi ?

Menurut bapak/ibu bagaimana prosedur pengutipan retribusi ?

C. Adanya pengaruh bagi aspek kehidupan

1.

Menurut bapak/ibu apakah fasilitas losd,kios yang digunakan sudah
sesuai dengan retribusi yang dibayarkan ?
Menurut bapak/ibu apakah retribusi yang dibayarkan memberikan
kenyamanan terhadap aktivitas berjualan ?
Menurut bapak/ibu apakah pelayanan yang diberikan sudah memenuhi

keinginan para wajib retribus ?



4. Menurut bapak/ibu bagaimana komunikasi petugas pengutip retribusi

terhadap wajib retribusi ?
D. Adanya interaksi dengan organisasi lain

1. Menurut bapak/ibu bagaimana kerjasama dinas perindustrian dan
perdagangan dengan dinas keuangan dan aset daerah untuk
pengoptimalan pengutipan retribusi pasar ?

2. Menurut bapak/ibu apakah pembagian pengutipan retribusi sudah
efektif ?

3. Menurut bapak/ibu bagaimana ketegasan pengutip retribusi dalam
pemberian sanksi administrasi terhadap pengguna losd/kios yang lalai

membayar retribusi ?



Pedoman wawancara

Implementasi Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 13 Tahun 2012

Nama

Umur

Jabatan

Dalam Rangka Pengutipan Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar

Panyabungan.
. khairul akhyar rangkuti, ST
: 46 Tahun

: kabid pasar

A. Adanya tujuan yang ingin dicapai

1. Menurut bapak/ibu apakah pengutipan retribusi pasar sudah efektif ?

Jawaban : belum efektif.

Menurut bapak/ibu apakah retribusi yang dibayarkan sudah sesuai
dengan pelayanan yang diterima ?

Jawaban : kalau menurut tarif sudah sesuai dengan pelayanandan
sudah diatur dalam perda.

Menurut bapak/ibu apakah tarif retribusi sudah sesuai dengan
peraturan yang berlaku ?

Jawaban : sampai saat ini masih sesuia Cuma ada beberapa tarif yang
harus disesuiakan kembali, tapi tidak keseluruhan hanya beberapa saja
karena ada rasio ekonomi yang berubah yang menyangkut kesitu.
Menurut bapak/ibu faktor-faktor apa saja yang menghambat dalam
pengutipan retribusi pasar?

Jawaban : yang pertama adalah sumber daya manusia, yang kedua
regulasi yang belum mengatur, yang ketiga ketegasan terhadap dalam
menjalankan aturan yang namanya retribusi, ada yang memeng sadar
akan kewajiban dia sebagai pedagang tapi ada juga beberapa pedagang
yang dia tidak sadar akan kewajibannya walaupun persentasinya tidak

besar tapi terkadang mempengaruhi, memang terkadang kendala



dilapangan menyangkut terhadap omset sehingga kalau omsetnya kecil
kadang itulah yang membuat pedagang lalai, Cuma memang mental
kita yang terkait dengan penerimaan itu masih belum berubah artinya
mental korupsilah walaupun ini korupsi kecil bukan korupsi besar
samapai miliaran cuman itu juga uda penyimpangan juga namanya
kira-kira seperti itulah.

B. Adanya program yang dilaksanakan

1. Menurut bapak/ibu apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan

kesadaran wajib retribusi untuk membayar retribusi ?
Jawaban : yang pertama peningkatan pelayanan terhadap pedagang,
yang kedua peningkatan kesejahteraan terhadap pengelola pasar, yang
ketiga untuk mengcover tadi adalah regulasi yang mengayomi ini
semua Yyang artinya ada suatu aturan yang menjamin terhadap
pemungut pasar ada kesejahteraan artinya mereka yang mencapai
target dikasihlah reward yang gak mencapai dikasihlah punishment
gitulah kira-kira.

2. Menurut bapak/ibu bagaimana sanksi bagi wajib retribusi pasar yang

lalai dalam membayar retribusi ?
Jawaban : jika kita mengacu pada peraturan yang berlaku kelalaian
retribusi itu adalah sebuah hutang Cuma yang namanya retribusi
walaupun kita bebankan hutang kepada wajib retribusi ini terkadang
tidak bisa kita terapkan karena kondisi sosial masyarakatlah.

3. Menurut bapak/ibu bagaimana prosedur pengutipan retribusi ?
Jawaban : kalau bicara prosedur itu ada penetapan retribusi kepada
wajib retribusi kemudian karena retribusi ini sifatnya harian seperti
retribusi kebersihan, retribusinya langsung dipungut oleh petugas
kepada wajib retribusi kemudian petugas menyetorkannya ke kas
daerah.

C. Adanya pengaruh bagi aspek kehidupan
1. Menurut bapak/ibu apakah fasilitas losd,kios yang digunakan sudah

sesuai dengan retribusi yang dibayarkan ?



Jawaban : kalau sebelum kebakaran sesuai tapi setelah kebakaran
tentukan kita tidak mengutip lagi yang namanya retribusi hak sewa
karena itu sudah tidak ada lagi tempanya jadi yang dikutip setelah
kebakaran itu hanya retribusi sampah, dan pelayanan pasar hanya itu
saja.

2. Menurut bapak/ibu apakah retribusi yang dibayarkan memberikan
kenyamanan terhadap aktivitas berjualan ?
Jawaban : sepenuhnya tidak memberikan kenyamanan tetapi setidak-
tidaknya retribusi yang dipungut itu bisalah dikembalikan kepada
mereka dalam bentuk pembangunan-pembangunan yang dilakukan
dilingkungan pasar itu sendiri.

3. Menurut bapak/ibu apakah pelayanan yang diberikan sudah memenuhi
keinginan para wajib retribus ?
Jawaban : kalau kita bicara keinginan tentu tidak ada yang terpuaskan
tpi setidak-tidaknya itu sudah memenuhi standar minimum pelayanan
yang diberikan oleh pemerintahan kabupaten

4. Menurut bapak/ibu bagaimana komunikasi petugas pengutip retribusi
terhadap wajib retribusi ?
Jawaban : sebagian bagus komunikasinya Cuma ada beberapa tempat
dan beberapa kasus memang sebenarnya bukan masalah komunikasi
tapi masalah kesadaran pedagang yang menimbulkan miss komunikasi
antara petugas dan pedagang.

D. Adanya interaksi dengan organisasi lain

1. Menurut bapak/ibu bagaimana kerjasama dinas perindustrian dan
perdagangan dengan dinas keuangan dan aset daerah untuk
pengoptimalan pengutipan retribusi pasar ?
Jawaban : pemerintah mengatur terhadap insentif bagi pengelola
retribusi ini, jadi memang tujuan dari intensif ini adalah untuk
meningkatkan supaya pengelola retribusi itu bisa optimal dalam
menarik penerimaan namun sampai saat ini insentif itu belum bisa

diberlakukan terhadap dinas-dinas terkait



2. Menurut bapak/ibu apakah pembagian pengutipan retribusi sudah

efektif ?
Jawaban : selama ini pembagian retribusi belum diterapkan jadi
retribusi ini murni masuk ke kas daerah jadi diluar itu pemerintah
menampung anggaran untuk jasa petugas ataupun jasa-jasa
kebersihaan lainnya dan tentu jasa-jasa pelayanan pasar tapi kalau
secara langsung tidak ada.

3. Menurut bapak/ibu bagaimana ketegasan pengutip retribusi dalam

pemberian sanksi administrasi terhadap pengguna losd/kios yang lalai
membayar retribusi ?
Jawaban : itulah yang sangat minim saat ini sehingga memang akibat
itu tadi optimalisasi itu terkadang tidak tercapai karena itu manyangkut
sosial kemasyarakatan itu tadi jadi memang kita inikan wilayah
kabupaten berkembang tentu Kkita tidak bisa samakan dengan
kabupaten/kota yang sudah mandiri,karena kita masih mempunyai
tenggang rasa, famili itulah kadang yang membuat hambatan.



Pedoman wawancara

Implementasi Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 13 Tahun 2012

Dalam Rangka Pengutipan Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar

Panyabungan.
Nama - henri sakti
Umur : 33 Tahun
Jabatan : kepala pasar

A. Adanya tujuan yang ingin dicapai
1. Menurut bapak/ibu apakah pengutipan retribusi pasar sudah efektif ?
Jawaban : sudah, karena kami sudah melakukannya sesuai peraturan
yang berlaku
2. Menurut bapak/ibu apakah retribusi yang dibayarkan sudah sesuai
dengan pelayanan yang diterima ?
Jawaban : kamikan hanya mengikuti peraturan yang ada jadi menurut
saya sudah
3. Menurut bapak/ibu apakah tarif retribusi sudah sesuai dengan
peraturan yang berlaku ?
Jawaban : sudah
4. Menurut bapak/ibu faktor-faktor apa saja yang menghambat dalam
pengutipan retribusi pasar?
Jawaban : kalau menurut keterangan dari petugas dan pengutip
misalnya pedagang tidak berjualan, kadang pedagang mangatakan
belum buka dasar
B. Adanya program yang dilaksanakan
a. Menurut bapak/ibu apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan
kesadaran wajib retribusi untuk membayar retribusi ?
Jawaban : kalau untuk miningkatkan kesadaran dia hanya sekedar

teguran



b.

Menurut bapak/ibu bagaimana sanksi bagi wajib retribusi pasar yang
lalai dalam membayar retribusi ?

Jawaban : sanksinya paling hanya sekedar teguran terhadap wajib
retribusi kalau sanksi tertulis atau sanksi tegasnya itu tidak ada.
Menurut bapak/ibu bagaimana prosedur pengutipan retribusi ?
Jawaban : kami mengacu pada peraturan yang berlaku, bagaimana

dicantumkan di perda kami begitu kami lakukan.

C. Adanya pengaruh bagi aspek kehidupan

Menurut bapak/ibu apakah fasilitas losd,kios yang digunakan sudah
sesuai dengan retribusi yang dibayarkan ?

Jawaban : sudah.

Menurut bapak/ibu apakah retribusi yang dibayarkan memberikan
kenyamanan terhadap aktivitas berjualan ?

Jawaban : menurut saya iya retribusi itukan untuk pengankutan
sampah,keamanan dan sebagainya.

Menurut bapak/ibu apakah pelayanan yang diberikan sudah memenuhi
keinginan para wajib retribus ?

Jawaban : sudah

Menurut bapak/ibu bagaimana komunikasi petugas pengutip retribusi
terhadap wajib retribusi ?

Jawaban : yang turun langsung mengutip retrbusi itu petugas pengutip
retribusi jadi kami sudah memberi pelajaran bagaiman cara mengutip
terhadap pedagang kami menganjurkan mengutip dengan cara yang
baik.

D. Adanya interaksi dengan organisasi lain

Menurut bapak/ibu bagaimana kerjasama dinas perindustrian dan
perdagangan dengan dinas keuangan dan aset daerah untuk
pengoptimalan pengutipan retribusi pasar ?

Jawaban : yang berwewenang disitu dinas perdgangan dan dinas

keuangan daerah

ii.Menurut bapak/ibu apakah pembagian pengutipan retribusi sudah efektif ?



Jawaban : sudah

Menurut bapak/ibu bagaimana ketegasan pengutip retribusi dalam
pemberian sanksi administrasi terhadap pengguna losd/kios yang lalai
membayar retribusi ?

Jawaban : paling hanya sanksi teguran mungkin untuk sanksi
tertulisnya sendiri dikeluarkan oleh dinas perdagangan mungkin

pemutusan hak sewa dan sebagainya



Pedoman wawancara

Implementasi Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 13 Tahun 2012

Dalam Rangka Pengutipan Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar

Panyabungan.
Nama : khusnul
Umur : 27 Tahun
Jabatan . pengutip retribusi pasar

A. Adanya tujuan yang ingin dicapai

a. Menurut bapak/ibu apakah pengutipan retribusi pasar sudah efektif ?
Jawaban : sudah

b. Menurut bapak/ibu apakah retribusi yang dibayarkan sudah sesuai
dengan pelayanan yang diterima ?
Jawaban : sudah

c. Menurut bapak/ibu apakah tarif retribusi sudah sesuai dengan
peraturan yang berlaku ?
Jawaban : sudah berdasarkan peraturan yang berlaku

d. Menurut bapak/ibu faktor-faktor apa saja yang menghambat dalam
pengutipan retribusi pasar?
Jawaban : salah satunya kadang pedagang tidak ada di tokonya kadang

belum buka dasar kata pedangnya

B. Adanya program yang dilaksanakan
i. Menurut bapak/ibu apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan
kesadaran wajib retribusi untuk membayar retribusi ?
Jawaban : kami hanya memberikan teguran
ii. Menurut bapak/ibu bagaimana sanksi bagi wajib retribusi pasar yang

lalai dalam membayar retribusi ?



Jawaban : belum ada sanksi yang dberikan ke pedagang
Menurut bapak/ibu bagaimana prosedur pengutipan retribusi ?
Jawaban : memberikan karcis dan para pedgang memberikan uang

retribusi

C. Adanya pengaruh bagi aspek kehidupan

Menurut bapak/ibu apakah fasilitas losd,kios yang digunakan sudah
sesuai dengan retribusi yang dibayarkan ?

Jawaban : sudah

Menurut bapak/ibu apakah retribusi yang dibayarkan memberikan
kenyamanan terhadap aktivitas berjualan ?

Jawaban : iya

Menurut bapak/ibu apakah pelayanan yang diberikan sudah memenuhi
keinginan para wajib retribus ?

Jawaban : sudah

Menurut bapak/ibu bagaimana komunikasi petugas pengutip retribusi
terhadap wajib retribusi ?

Jawaban : berjalan lancar

D. Adanya interaksi dengan organisasi lain

Menurut bapak/ibu bagaimana kerjasama dinas perindustrian dan
perdagangan dengan dinas keuangan dan aset daerah untuk
pengoptimalan pengutipan retribusi pasar ?

Jawaban : kalau masalah itu saya kurang paham, sayakan hanya
petugas pengutipan retribusi

Menurut bapak/ibu apakah pembagian pengutipan retribusi sudah
efektif ?

Jawaban : sudah

Menurut bapak/ibu bagaimana ketegasan pengutip retribusi dalam
pemberian sanksi administrasi terhadap pengguna losd/kios yang lalai
membayar retribusi ?

Jawaban : saya pikir saya sudah tegas



Pedoman wawancara

Implementasi Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 13 Tahun 2012

Dalam Rangka Pengutipan Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar

Nama

Umur

Jabatan

Panyabungan.

: roslaini
: 43 Tahun

: pedagang 1

A. Adanya tujuan yang ingin dicapai

a.

b.

Menurut bapak/ibu apakah pengutipan retribusi pasar sudah efektif ?
Jawab : mungkin belum efektif karena sedeikitnya pengutipan pasar
Menurut bapak/ibu apakah retribusi yang dibayarkan sudah sesuai
dengan pelayanan yang diterima ?

Jawab : saya merasa kurang puas dengan pelayanan yang diberikan
pihak yang bersangkutan, terkadang pegawai kebersihan kerjanya tidak
bersih

Menurut bapak/ibu apakah tarif retribusi sudah sesuai dengan
peraturan yang berlaku ?

Jawab : saya kurang paham dengan peraturan tersebut tetapi saya
selalu membayar retribusi pasar

Menurut bapak/ibu faktor-faktor apa saja yang menghambat dalam
pengutipan retribusi pasar?

Jawab : mungkin hambatannya para pedagang menunda-nunda untuk

membayar retribusi pasar atau terkadang pedagang belum buka dasar

B. Adanya program yang dilaksanakan



a.

Menurut bapak/ibu apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan
kesadaran wajib retribusi untuk membayar retribusi ?

Jawab : mungkin diberikannya sanksi oleh pemerintah

Menurut bapak/ibu bagaimana sanksi bagi wajib retribusi pasar yang
lalai dalam membayar retribusi ?

Jawab : saya kurang mengerti jadi saya selama ini selalu membayar
retribusi pasar

Menurut bapak/ibu bagaimana prosedur pengutipan retribusi ?

Jawab : saya kurang mengerti tentang prosedur pengutipan retribusi
karena yang mengatur prosedur pengutipan tersebut pemerintah saya

hanya pedagang

C. Adanya pengaruh bagi aspek kehidupan

Menurut bapak/ibu apakah fasilitas losd,kios yang digunakan sudah
sesuai dengan retribusi yang dibayarkan ?

Jawab : menurut saya fasilitas bangunan yang diberikan saya merasa
puas

Menurut bapak/ibu apakah retribusi yang dibayarkan memberikan
kenyamanan terhadap aktivitas berjualan ?

Jawab : jelas memberikan kenyamanan meskipun terkadang petugas
ada yang lalai

Menurut bapak/ibu apakah pelayanan yang diberikan sudah memenubhi
keinginan para wajib retribus ?

Jawab : menurut saya pribadi sudah memenuhi keinginan tersebut
Menurut bapak/ibu bagaimana komunikasi petugas pengutip retribusi
terhadap wajib retribusi ?

Jawab : selama ini komunikasi saya terhadap pengutip tersebut

berjalan dengan baik

D. Adanya interaksi dengan organisasi lain

Menurut bapak/ibu bagaimana kerjasama dinas perindustrian dan
perdagangan dengan dinas keuangan dan aset daerah untuk

pengoptimalan pengutipan retribusi pasar ?



Jawab : saya kurang mengerti dengan hal tersebut karena saya hanya
pedagang

Menurut bapak/ibu apakah pembagian pengutipan retribusi sudah
efektif ?

Jawab : saya tidak mengerti mungkin itu urusan pd pasar

Menurut bapak/ibu bagaimana ketegasan pengutip retribusi dalam
pemberian sanksi administrasi terhadap pengguna losd/kios yang lalai
membayar retribusi ?

Jawab : saya tidak tau dengan itu dikarenakan saya selalu membayar

retribusi pasar



Pedoman wawancara

Implementasi Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 13 Tahun 2012

Dalam Rangka Pengutipan Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar

Panyabungan.
Nama » syafi’i
Umur : 39 Tahun
Jabatan : pedagang 2

A. Adanya tujuan yang ingin dicapai

a. Menurut bapak/ibu apakah pengutipan retribusi pasar sudah efektif ?
Jawab : mungkin sudah tapi saya kurang tau

b. Menurut bapak/ibu apakah retribusi yang dibayarkan sudah sesuai
dengan pelayanan yang diterima ?
Jawab : menurut saya sudah karena pemerintah memberikan pelayanan
seperti kebersihan dan dan keamanan

c. Menurut bapak/ibu apakah tarif retribusi sudah sesuai dengan
peraturan yang berlaku ?
Jawab : menuurut saya sudah

d. Menurut bapak/ibu faktor-faktor apa saja yang menghambat dalam
pengutipan retribusi pasar?
Jawab : mungkin karena kurangnya kesadaran pedagang untuk
membayar retribusi pasar

B. Adanya program yang dilaksanakan
I.  Menurut bapak/ibu apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan
kesadaran wajib retribusi untuk membayar retribusi ?
Jawab : diberikannya sanksi pada para pedagang yang kurang sadar
wajib retribusi
ii. Menurut bapak/ibu bagaimana sanksi bagi wajib retribusi pasar yang

lalai dalam membayar retribusi ?

Jawab : misalnya seperti diberikannya teguran



iii. Menurut bapak/ibu bagaimana prosedur pengutipan retribusi ?
Jawab : saya kurang tau dengan hal itu
C. Adanya pengaruh bagi aspek kehidupan
1. Menurut bapak/ibu apakah fasilitas losd,kios yang digunakan sudah
sesuai dengan retribusi yang dibayarkan ?
Jawab : menurut saya sudah sesuai
2. Menurut bapak/ibu apakah retribusi yang dibayarkan memberikan
kenyamanan terhadap aktivitas berjualan ?
Jawab : memberikan kenyamanan
3. Menurut bapak/ibu apakah pelayanan yang diberikan sudah memenuhi
keinginan para wajib retribus ?
Jawab : menurut saya sudah cukup puas
iv. Menurut bapak/ibu bagaimana komunikasi petugas pengutip retribusi
terhadap wajib retribusi ?

Jawab : komunikasi petugas dengan saya baik

D. Adanya interaksi dengan organisasi lain

1. Menurut bapak/ibu bagaimana kerjasama dinas perindustrian dan
perdagangan dengan dinas keuangan dan aset daerah untuk
pengoptimalan pengutipan retribusi pasar ?
Jawab : saya tidak tahu

2. Menurut bapak/ibu apakah pembagian pengutipan retribusi sudah
efektif ?
Jawab : saya juga tidak tahu

3. Menurut bapak/ibu bagaimana ketegasan pengutip retribusi dalam
pemberian sanksi administrasi terhadap pengguna losd/kios yang lalai
membayar retribusi ?
Jawab : sampai saat ini saya lihat belum ada sanksi administrasi bagi

para pedagang yang lalai membayar retribusi pasar
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Hal : Mohon Diberikan izin

Penelitian Mahasiswa

Kepada Yth : Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Mandailing Natal
di-
Tempat.
Bissmillahiral irrahim
Assalamu’alaikum Wr. Wb

Teriring salam semoga Bapak/lbu dalam keadaan schat wal’afiat serta sukses dalam menjalankan
scgala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk memperoleh data penulisan skripsi dalam rangka penyelesaian program studi jenjang Strata Satu
(S1), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama Mahasiswa  : RAHMAT SYAWALI

NPM - 1503100074

Program Studi . [Imu Administrasi Publik .

Semester : VIII (Delapan) / Tahun Akademik 2018/2019

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL

NOMOR 13 TAHUN 2012 DALAM RANGKA PENGUTIPAN
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DI PASAR PANYABUNGAN

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.
Nashrun minallah, wassalamu “alaikum wr. wb.

s S.Sos., MSP.

Cc . File.
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Kompiek Perkantoran Payaloting, Panyabungan, Sumatera Utara, Kode pos 22978
Telp. (0636) 326187 Faks. (0636) 326302

vadd I\‘\\

SURAT KETERANGAN

Nomor : 511/ .ﬂy / DISDAG / 2019

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama . Jhon Amriadi, SP, MM

NIP : 19691005 199103 1 009

Pangkat : Pembina Tk.I

Jabatan . Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Mandailing Natal
Menerangkan :

Nama :  Rahmat Syawali

NPM : 1503100074

Program Studi  : llmu Administrasi Negara

Alamat : Pasar Hilir, Kec. Panyabungan, Kab. Mandailing Natal

Bahwa Mahasiswa tersebut diatas, telah selesai melaksanakan penelitian dalam
rangka penyelesaian Skripsi dengan judul penelitian “Implementasi Peraturan Bupati
Kabupaten Mandailing Natal Nomor 13 Tahun 2012 Dalam Pengutipan Retribusi Pelayanan
Pasar di Pasar Panyabungan”. Dengan waktu penelitian hamper 2 (dua) bulan atau 52 (lima
puluh dua) hari kerja, yang dimulai pada tanggal 09 Agustus 2019 s/d 01 Oktober 2019.

Demikian disampaikan, agar dapat dipergunakan seperiunya.

Panyabungan, 01 Oktober 2019
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